
BUPATI KEEROrd 

PROVINS! PAPUA 

PERATURAN BUPATI KEEROM 
NOMOR 30 TAHUN 2019 

TENT ANG 
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH KABUPATEN KEEROM 
TAHUN ANGGARAN 2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

BUPATI KEEROM, 

: a. bahwa dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan 
Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam 
pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4  
tentang Pemerintahan Daerah; 

b. bahwa adanya kebutuhan mendesak sebagaimana 
diamanatkan dalam Pasal 162 ayat (6) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13  Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1  Tahun 2 0 1 1  ten tang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nornor 1 3  Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Dae rah, maka perlu 
ketersediaan anggaran terhadap pemenuhan 
kebutuhan dimaksud; 

c. bahwa pelaksanaan ketentuan Lampiran V.22 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 
2 0 1 8  tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 
Anggaran 2 0 1 9 ,  sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 134  Tab un 
2 0 1 7  menegaskan antara lain bahwa pelaksanaan 
kegiatan dalam keadaan darurat dan/ a tau mendesak 
lainnya yang belum cukup tersedia dan/ atau belu� 
dianggarkan dapat d i laksanakan mendahulu1 
pcnetapan peraturan daerah tentang Perubahan 
APBD derigan cara menetapkan Peraturan Kepala 
Daerah tentang Per ubahan Penjabaran APBD dan 
mernberitahukan kepada Pimpinan DPRD 
selanjutnya ditarnpung dalarn Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Perubahan APBD atau disampaikan 



d a larn LRA apabila Pemerintah Daerah tidak 
melakukan perubahan APBD, dan dalam hal program 
dan kegiatan yang bersumber dari dana transfer yang 
sudah jela s per un tu kan nya serta pelaksanaan 
kegiatan da larn keadaan darurat dan/ atau mendesak 
la in nya sebagairnana tersebut diatas diterima oleh 
Pernerintah Dacrah setclah penetapan Peraturan 
Duerah tentang Per uba han APBD, penganggaran 
program dan kegiatan dimaksud dilakukan dengan 
mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Per ubaha n APBD selanjutnya 
disarnpaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran; 

c .  bahwa pelaksannan kctentuan Lampiran V.23 
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 38 Tahun 
2 0 1 8  tentang Pedornan Penyusunan APBD Tahun 
Anggaran 2 0 1 9 ,  sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 
2 0 1 7  menjelaskan bahwa pemerintah daerah wajib 
menganggarkan dana transfer ke daerah yang 
penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk 
teknis sesuai peraturan perundang-undangan .  Dalam 
hal penganggaran dana transfer ke daerah dimaksud, 
pe nggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis 
tahun berkenaan, maka Pemerintah Daerah 
melakukan penyesuaian atas penggunaan dana 
transfer dimaksud dengan cara menganggarkan 
kembali mendahului perubahan APBD Tahun 
Anggaran 2 0 1 9  dengan terlebih dahulu mengubah 
peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD 
dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk 
selanjutnya diusulkan ditampung dalam perubahan 
APBD Tahun Anggaran 2 0 1 9 ;  

d. bahwa pelaksanaan ketentuan Lampiran V.37 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 
2 0 1 8  tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 
Anggaran 2 0 1 9 ,  sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 
2 0 1 7 ,  menegaskan bahwa dalam hal Pemerintah 
Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga 
terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada 
tahun anggaran sebelumnya , maka harus 
dianggarkan kembali pada akun belanja dalarn APBD 
Tahun Anggaran 2 0 1 9  sesuai kode rekening 
berkenaan ;  

e .  bahwa berdasarkan perrimbangan sebagaimaria 
dirnak sud dalarn huruf a, huruf b ,  huruf c, huruf d, 
dan huruf e perlu menetapl<an Peraturan Bupati 
Keerom tentang Penja ba ra n Perubahan Anggaran 
Peridapatan dun Belanja Daerah Kabupaten Keerom 
Tahun Anggaran 2 0 1 9 .  

Memperhatikan : 1 .  Pasal 1 8  ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945;  



' 
! 
i 
l 
• 

2 .  Undang-Undang Nomor 1 2  Tahun 1969 tentang 
Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan 
Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian 
Barat ( Lembaran Negara tahun 1969 Nomor 47 ,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nc>111or 2907) ;  

3 .  U11da11g-U11d.1ng Nornor 28 Tahun 1999 tentang 
Pe nyeleriggar-aan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi ,  Kolusi dun Ncpotisme (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tah un 1999 Nomor 75,  
Tarnbahun Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 3 5 8 1 ) ;  

4 .  Undnng-Undang Nornor 2 1  Tahun 2001  ten tang 
Otoriorni Kh usu s Bagi Provinsi Papua (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 0 1  Nomor 135 ,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nc>n101· 4 1 5 1 )  sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nornor 35 Tahun 2008 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang 
Undang Nomor 2 1  Tahun 2 0 0 1  Ten tang Otonomi 
Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang 
(Lernbaran Negara Repub lik Indones ia Tahun 2008 
Nomor 1 1 2 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indones ia Nomor 4884);  

5 .  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

6.  Undang-Undang Nomor 1 5  Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Perigelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indones ia Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7.  Urida ng-Und ang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Si  stem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 4286);  

8.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perirnbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah, (Lernbaran Negara Rep'ublik 
Indonesia Tahun 2004 Nornor 126 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4438) ;  

9 .  Undung-Uridang Nornor 28 Tc1hun 2009 tentang 
Paj::11< Daerah cl,111 Retribusi Daerah ( Lembaran 
Negara Republ ik Indone sia 'Tab un 2009 Nornor 1 3 0 ,  
Ta1T1b,1!1,t11 Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 5049) ;  

1 0 .  Undang-Undang Nc>1r1c>1· 1 2  Tahun 2 0 1 1  ten tang 
Pernbentukun Peraturan Perundang-Undangan 
(Lernbaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2 0 1 1  
Nomor 82,  'Tamba han Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 1 5  Tahun 2 0 1 9  



tentang Perubahan Ataws Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2 0 1 1  ten tang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 0 1 9  Nomor 1 8 3 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);  

1 1 .  Undnng-Undarig Nornor 23 Tahun 2 0 1 4  Ten tang 
Pe me r i  n t.a h a n Dacrah (Le mba ra n Negara Republik 
Indone sia Tahun 2 0 1 4  Nornor 244, Tambahan 
Lcrnbaran Negara Rcpubl ik Indonesia Nomor 5887) 
scbuga ima na telah diubah bebcrapa kali, terakhir 
dcngan U11dang-UnJang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5  
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
NcJ111or 23 Ta h u n 2 0 1 4  ten tang Pemerintahan Daerah 
(Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2 0 1 5  
Nc)111or 58, Tamba han Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 5679);  

1 2 .  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2 0 1 2  
Tentang Pengelolaan Sadan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 2  
Nomor 1 7 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340);  

1 3 .  Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;  

1 4 .  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perirnbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahu11 2005 Nomor 137 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;  

1 5 .  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 ,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indones ia 
Nornor 4576) ;  

1 6 .  Peraturan Pemerin tah Nomor 1 2  Tahun 2 0 1 9  teritang 
Pengelc)laan Keuangan Daer ah [Lembaran Negara 
Rcpu blik Indonesia Tahun 2 0 1 9  Nornor 42 ,  
Tarnbahan Lernbaran Negara Repltblik Indonesia 
N  ornor 6332 ) ;  

1 7 .  Pcraturan Pcmerintah Nornor 65 Tah1-111 2005 tentang 
Pedornan Pe ny u s u nu n cl,111 Perie ra pa n St,1nc1ar 
Pclayanan Mi11 in1,1 l  (Lernbaran Negara Republik 
Indones ia Tctl1un 2()05 Nc)111or 150 ,  Tamb�han 
Le1r1rJ,11·c.111 Negara I�ef)Ublil( Indonesia Nomor 4585);  

1 8 .  Peraturan Pernerintah No111or 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dun Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara RcpulJ l ik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tamba han Lembaran Negara Republik 
Indones ia Nomor 4 6 1 4 ) ;  



1 9 .  Peraturan Pemerintal1 No rn o r 7 1  Tahun 2 0 1 0  ten tang 
St arrd a r Akuntansi Pcmerintahan (Lembaran Negara 
Re p u bl i k Irrd orre sj a Tahun 2 0 1  O  Nomor 123) ;  

20.  Per a t ure n Pemerintah Nomor 56 Tahun 2 0 1 8  

Pi11jc1mn11 Due ra h (Lembaran Negara Republik 
Iridorie s  ia Tahun 2 0 1 8  Nomor 148,  Tambahan 
Lernba ra n Negara Re pu bl ik ln do ne sia Nomor 6379) ;  

2 1 .  Pc�1·atu1·t111 Me nter i  Dalarn Negeri Nomor 1 3  Tahun 
2()()6 tent  a ng Pedornan Pcngelolaan Keuangan 
D.:1c1·al1 scbugaimunu tcluh diubah beberapa kali 
tcrak h i r  dcngan Peraturan Mcnteri Dalam Negeri 
Nc)111cJr 2 1  Ta h uri 2 0 1 1  ten tang Perubahan Kedua 
at as Pcrat uran Meriteri  Dalarn Negeri Nomor 1 3  
T  ..  ih un 20()6 teritang Pedornan Pengelolaan Keuangan 
D<1e1·al1 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2 0 1 1  No m or 3 1 0) ; 

2 2 .  Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 
2 0 1 1  tentang Pcdornan Pemberian H i  bah dan 
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran 
Peridapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nomor 450) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Men teri 
Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2 0 1 2  ten tang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 32 Tahun 2 0 1 2  tentang Pedoman Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sos ial Yang Bersumber Dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 2  Nomor 540 ) ;  

23 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 
2 0 1 3  ten tang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis 
Akrual pada Pemerintahan Daerah; 

24.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2 0 1 8  tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5  
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri NomOr 120 Tahun 
2 0 1 8  tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 8  tentang 
Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2 0 1 8  Nomor 157) .  

25 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 T,1r1un 
2 0 1 8  ten tang Pcdornan Penyu surian Anggaran 
Perid a pa tan dan Belanja Daerah Tahun Anggara11 
2 0 1 9 ;  

26 .  Pcraturan Duerah Kubupu t e n  Keerom Non101· 2 Tahun 
2() 1 3  Le11ta11g Pc>l<cll<-l:Jol<<>k Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran D,1e1·,1l1 K[1bL1paten Keerom 
Tah un 2 0 1 3  Nornor 2 ) ;  

27 .  Perat uran D,1er,1t1 Nomor 1 Tahun 2 0 1 9  tentang 
Anggaran Pe11d .. ipat  an dan Belanja Daerah 
Kabupaten Keerom l'c1l1t111 Anggaran 2 0 1 9  (Lembaran 
Daerah Ka bu paten Keerom Nomor 64 Tahun 2019 ) ;  



28.  Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2 0 1 9  ten tang 
Pcnjabaran Anggaran Pendapatan dan Bclanja 
Dae rah Ka bu paten Keerom Tahun Anggara.n 2 0 1 9  
(Berita Dae rah Kab upa te n Keerom Nomor 157 Tahun 
2 ( ) 1 9 ) ;  

MEMUTUSlv\N :  

•  

•  

PERATURAN BUfJA'rI PEN,JABARAN PERUBAHAN 
ANGG1\RAN fJ[,:NJ)APA'rAN DAN BELANJA DAERAH 

J-:.ABUPA1'EN l(EERC>M TAI-IUN ANGGARAN 2 0 1 9 .  

Pasal 1 
Perubahan Pe njabara n Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Tahun 
A11gga1·a11 2 0 1 9  d.1.la111 Perat uran Bupati in i  d ilaksa nakan untuk menjamin 
ke ter sed iaa n alokasi anggaran akibat: 
a .  pelak sa na .. 111 kegiatan dalam keadaan darurat darr/ a tau mendesak yang 

belurn cukup tersedia dan/ a tau belum dianggarkan APBD Tahun 
Anggaran 2 0 1 9  sesuai ketentuan Lampiran V.22 Perat.uran Menteri 
Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2 0 1 8  ten tang Pedoman Penyusunan 
APBD Tahun Anggaran 2 0 1 9 ;  

b. penyesuaiaan dana transfer yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis 
tahun berkenaan sesuai ketentuan Lampiran V.23 Peraturan Menteri 
Dalarn Negeri Nomor 38 Tahun 2 0 1 8  tentang Pedoman Penyusunan 
APBD Tahun Anggaran 2 0 1 9 ;  

c.  ke waj ib an yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga 
terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran 
sebelumnya, sesuai ketentuan Lampiran V.37 Peraturan Meriteri Dalam 
Negeri Nomor 38 Tahun 2 0 1 8  tentang Pedoman Penyusunan APBD 
Tahun Anggarari 2 0 1 9 .  

d .  kewajiba n lainnya yang diamariatkan oleh peraturan perundang- 
undangan .  

Pasal 2 

Pelaksariaan kegiatan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
huruf c mencakup: 
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat: dan/ a tau 
b. kcper lua n meride sak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 

kerug ian yang lebih besar bagi pemer intah daer ah atau masyarakat. 

Pascll 3 
( 1 )  Pendanaan keter sediaan alokasi angg,1ra11sebagain1a11a dimaksud dalam 

Pasal 1 yang belum cukup tersedia d , tn/ a tau be I urn di.tnggarkan dalam 
tahun anggaran berjalandapat n1enggur1,1kan: 
a .  belanja t idak tcrd uga .  
b. menggunakan da na dari ha sil penjad,val,tn ulang capaian target 

kinerja program dan kegiatan lainnya dalarn tahun anggaran berjalan; 
dan/atau 

c. memanfaatkan anggaran kas yang tersedia . 



(2) Pe11.ggL111n,111. be la nj a sebagaimana d i  m a k s u d pada ayat { 1 )  diformulasikar1 
ter le b i h dahulu dalam: 
a.  DPPA-SKPD 'u ri t  uk program d an kegiatan yang telah tersedia; 

da n y a ta u 
b. RKA-SI<:PD u n ruk program d a n kegiatan yang belum tersedia 

pada SI-CPD yang secara Iurigsiorial terkait dengan pelaksanaan kegiatan 
dimaksud 

Pasal 4 

Penjabara n Anggarari Pcnda patan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2 0 1 9  sernula berjurnlah Rp. l . 2 5 7 . 0 1 3 . 6 1 5 . 1 3 1 , 0 0  berkurang sejumlah 
Rp. 6 2 . 0 7 2 . 8 9 5 .  908,40 sehingga menjadi Rp. 1 . 1 9 4 .  940.  7 1 9  .222,60 dengan 
r incian sebagai berikut : 

1 .  Peridapatan 

a .  Serrrula 
b. Bertambah ' (berkurang) 
.Jurnlah Pcndapatan setelah perubahan 

2.  Belanja 

a .  Sern ula 
b. Bertarnbah z berkurang 

Jumlah Belanja setelah perubahan 
Surplus/ defisit 

3 .  Pembiavaan 
�  

a .  Penerimaan Pembiayaan 
1 ) .  Semula 
2 ) .  Bertambah/berkurang 
.Iurnla h Penerimaan pembiayaan 

Rp. l . 2 5 7 . 0 1 3 . 6 1 5 . 1 3 J , O O  
Rp. (62 .072.895.  908,40) 
Rp. l . 1 9 4 . 9 4 0 . 7 1 9 . 2 2 2 , 6 0  

Rp. 1 . 2 5 1 .  735 .553 .  774,00 
Rp. 79 .825 .  7 1 5 . 4 0 0 ,  98 
Rp. l . 3 3 1 . 5 6 1 . 2 6 9 . 1 7 4 , 9 8  
Rp. ( 1 3 6 . 6 2 0 . 5 4 9 . 9 5 2 , 3 8 )  

Rp. 94.  7 2 1 .  938.643,00 
Rp. ( 22 .4 14 .365 .036 ,62 )  
Rp. 72 .307 .573 .606,38 

b. Pengeluaraan Pernbiayaan 
1 ) .  Sem ula 
2 ) .  Bertambah/berkurang 
.J urnlah pengeluaran pernbiayaan 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

100 .  000. 000. 000, 00 
(25.000.  000 .000 ,00) 
75 .000.000.000,00 

Jumlah Pernbiayaan neto setelah perubahan Rp. (2 .692.426.393,62) 

Sisa Lcbih Pernbiayaan Anggaran Rp. ( 139 . 3 1 2 .  976.346,00) 

Pasal 5 

Per ubaha n Penjabara n Angguran Peridu patu n dun 
Anggaran 2 0 1 9  sebagaimuna dimak sud dalam 
di tam pu 11 g d a lam L:::1 pora 11 Rea 1 i  sa si An gga1·a 11 .  

Belanja 
Pasal 

Daerah Tah un 
4 selanj u tnya 

Pas,1! 6 
Dalam ha! terdapat k e w a j i b u n  y  ..  m g  t i d u k  d a p a t  clilJaya1·kc:1n dulam Peraturan 
Bupati ini rnaka me njadi p e rn b e b a n u n  d  ..  1!,1111 A P B D  Tahun Anggaran 2 0 1 9  
sesuai k e t e n t u a n  perat uran per·unci,1ng-u11ci,1ngtt11.  



• 

• 

Pasal 7 
Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini . 

• 

Pasal 8 

Perubahan Penjabaran APBD sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 4dirinci 
Jebih lanjut dalam Larnpiran II Peraturan Bupati ini .  

Pasa l9  

Lampiran sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 7 dan Pasal 8 merupakan 
bagian 1·ang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .  

Pasal 10  

Pelaksanaan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBDyang 
telah ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam 
Dok ume n Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai 
derigan Peraturan perundang-undangan yang berlaku .  

Pasal 1 1  

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 
Bupati  in i  dalam Berita Daerah. 

Ditetapkan di Arso 
pada tanggal 7 November 2 0 1 9  

BUPATI KEEROM, 

CAP/TTD 

MUH.MARKUM 

Diuridangkan di Arso 
pada tanggal 8 Novembe 2 0 1 9  

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEEROM 

CAP/TTD 

BLASIUS WALUYO SEJATI 

• 

BERlTA DAERAH KABUPA'fEN KEEROM NOMOR 84 
•  

Sa l inan sesuai dengan asl inya 
KEPA BAGIA HUKUM 

INA DU , SH 
3 1 4  200605 2 002 

• 

I 
1 

•  

I  
•  
•  

I  
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